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Prakata

Segala pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Allah
Swt. yang telah memberikan nikmat, karunia dan hidayah-
Nya schingga buku Hukum dan Frika Humas Membina
Hubungan Baik dengan Wartawan dapat terbit

Penyusunan buku ini tiada lain untuk memberikan peng-
ayaan dalam upaya pengembangan keilmuan. khususnya
di bidang ilmu komunikas: (humas dan jurrnalistik )
Semoga buku ini bisa memberikan manfaat kepada semua
pihak yang mencintai dan menggeluti dunia komunikasi
secara praktis maupun prjakan secara teoretis

Penulis menyadan betul dalam setiap akuivitas sekecil apa
pun pasti ditemui kekurangan Oleh karena itu, penulis
mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam penyusunan
buku ini. Semoga di kemudian han penyusunan buku yang
s¢jenis mampu memberikan warna dalam memperoleh
kesempurnaan dalam ungkapan, uratan, dan bahasan, baik
yang dilakukan oleh penulis maupun oleh para pecinta,
penggiat, dan pelaku bidang ilmu komunikasi (humas dan
jurnahistik ) di manapun berada

Banyak pihak yang ikut serta dalam penyvusunan buku iou
Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak
terhingga atas dukungan, diskusi, dan masukan yang tidak
ternilai harganya dem selesainya penyusunan buku m.
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Pendahuluan

Keterbukaan informasi dan komunikasi yang terjadi
seperti saat ini, salah satunya berimbas pada semakin
pentingnya profesi humas. Hampir semua lembaga
atau perusahaan yang menerapkan manajemen modern
membutuhkan jasa humas.

Humas memiliki peran penting bukan hanya untuk mem-
pertahankan citra yang sudah ada, melainkan juga perlu
memiliki kemampuan untuk meningkatkan citra bagi
lembaga. Citra merupakan target awal yang perlu diperoleh
tepat waktu, tepat tugas, tepat tujuan, dan tepat sasaran
sehingga pencapaian target serta tujuan lembaga atau
perusahaan yang lebih besar diharapkan mudah diperoleh.

Pencapaian citra positif bagi lembaga atau perusahaan
memang target utama, namun dalam proses pencapaiannya
tetap harus berpegang pada etika profesi dan hukum
yang berlaku. Prinsipnya, etika berkaitan dengan baik
dan buruk aktivitas yang dilakukan lembaga, sedangkan
hukum menyangkut benar atau salah aktivitas lembaga
tersebut. Jika menjauh dari etika profesi maupun hukum,
dengan sendirinya dianggap melanggar etika profesi dan
hukum yang hidup serta berkembang di masyarakat
sehingga sangatlah wajar jika memperoleh sanksi sosial,
moral, maupun hukum sesuai aturan etika profesi maupun
aturan hukum yang berlaku.
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Hukum dan Etika

Peradaban manusia terus mengalami perubahan di ber-
bagai bidang yang mampu memberikan warna, efek, serta
dampak yang cukup dahsyat bagi kehidupan manusia, baik
secara pribadi maupun kelompok. Tidak mengherankan
jika hal tersebut menimbulkan berbagai ideologi, baik yang
baru muncul, sudah tertata, maupun berusaha meningkat-
kan kembali ideologi yang sudah ada.

Dalam menghadapi berbagai ideologi yang mencoba
menawarkan untuk menjadi penuntun hidup, manusia
mengalami kebingunan, terutama saat harus memilih
ideologi yang tepat bagi dirinya maupun orang lain dalam
mengarungi kehidupan bermasyarakat. Kebingungan ter-
sebut bisa dialami oleh siapa pun dan tidak bisa dibiarkan
mengendap begitu lama. Perlu segera dicarikan solusi dan
bertindak dengan cepat sehingga kebingungan tersebut
segera sirna,

Pemahaman serta pengamalan etika dan hukum oleh semua
pihak saat ini bisa jadi merupakan salah satu solusi untuk
menghadapi ideologi yang bermacam-macam sechingga
humas, sebelum tergilincir dan tergerus oleh ideologi yang
membingungkan, bisa tertahan oleh pemahaman serta
pengamalan etika dan hukum secara holistik.
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Humas dan
Etika Profesi

Dunia kehumasan terus mengalami perkembangan. Saat
ini, keberadaan humas tidak hanya sebagai pelengkap se-
buah perusahaan/lembaga, tetapi mampu berperan mak-
simal dalam membawa sebuah perusahaan/lembaga ke
arah yang lebih baik. Tugas humas tidak hanya menjaga
nama baik perusahaan/lembaga, tetapi mampu berkontri-
busi membantu perusahaan/lembaga untuk mendapatkan
keuntungan secara finansial maupun menyosialisasikan
sebuah kebijakan kepada masyarakat.

HUMAS

Humas adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian
publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam keper-
cayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi
(Ardianto, 2009). Humas merupakan fungsi manajemen
yang membantu menciptakan dan saling memelihara arus
komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerja sama suatu
perusahaan/lembaga dengan publiknya dan ikut terlibat
dalam menangani masalah-masalah atau isu-isu manaje-
men. Humas secara efektif membantu manajemen me-

mantau berbagai perubahan (Seitel, 2001).



Publikasi
Kebohongan dan
Ujaran Kebencian

Wartawan dilarang membuat karya jurnalistik yang dilandasi
kebohongan, penghinaan, maupun fitnah. Selain menyalahi
kode etik jurnalistik, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999
tentang Pers, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), KUHP, serta sejumlah peraturan lainnya, per-
buatan bohong dan penghinaan juga bisa mengakibatkan
wartawan dipecat serta diajukan ke Dewan Pers maupun ke
pengadilan umum untuk mempertanggungjawabkan ke-
bohongan dan penghinaannya.

Prinsipnya, wartawan mendapatkan sejumlah informasi,
kemudian diolah menjadi sebuah karya jurnalistik, lalu
disampaikan kepada masyarakat. Artinya, saat wartawan
membuat karya jurnalistik yang di dalamnya mengandung
unsur kebohongan dan penghinaan, sangat memungkinkan
ada peran humas yang terlibat. Bisa saja saat diwawancara
oleh wartawan, humas tidak sadar atau memang sengaja
memberikan pernyataan yang tidak sesuai fakta maupun
data alias berbohong serta mengandung unsur penghinaan
vang ditujukan kepada seseorang, kelompok, atau badan
hukum lain.



Hak Jawab
dan Hak Koreksi

Hubungan antara media massa dan humas ibarat dua sisi
mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing
memiliki ketergantungan satu sama lain. Media massa
memerlukan humas untuk dijadikan salah satu narasumber
dalam keperluan kegiatan jurnalistiknya, sedangkan humas
membutuhkan media massa untuk memublikasikan program/
kegiatan lembaga atau perusahaan kepada masyarakat.

Hubungan antara humas dan media massa tidak selamanya
berjalan mulus dan membuahkan jalinan hubungan mutu-
alisme. Adakalanya humas dan media massa berjalan ber-
seberangan sehingga hubungan baik yang sudah terjalin
menjadi terganggu. Salah satu hasil dari kurang harmo-
nisnya hubungan antara media massa dan humas adalah
terpublikasikannya informasi negatif mengenai lembaga
atau perusahaan tempat humas bekerja. Humas perlu
segera mencari solusi atau jalan terbaik terhadap publi-

kasi negatif tersebut sehingga tidak mendapatkan citra
negatif dari masyarakat.

Ada dua cara yang bisa dilakukan praktisi humas dalam
menangani publikasi negatif sebelum melangkah pada

aspek yang lebih serius, seperti melalui jalur hukum,
yaitu memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi. Hak



& Off the Record
dan Embargo

Humas diwajibkan mengetahui seluruh informasi yang
berkaitan dengan lembaga atau perusahaan tempatnya
bekerja. Humas perlu menguasai apa yang perlu disampai-
H gahnya, atau sama sekali tidak

perlu disampaikan kepada masyarakat uas. Humas perlu
tahu saat-saat yang paling tepat menggunakan kalimat off
the record ketika wartawan mencoba meminta informasi
kepadanya. Ketentuan penggunaan embargo dan hak tolak
pun perlu diketahui oleh humas sehingga ketika ber-
hadapan dengan wartawan, ia tidak salah langkah meng-

gunakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Ketentuan hak tolak, embargo, dan off the record sudah
tercantum dalam KEJ-PWI maupun KEJ-Dewan
Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun
yebutkan, “Pers nasional tidak
pembredelan, atau pelarangan
| Undang-Undang tentang
ang secara melawan

kan secara penuh, seten

Pers.
1999 tentang Pers men
dikenakan penyensoran
pasal 18 ayat
butkan, “Setiap orang ¥
hukum secara sengaja melakukan tindakan yang
berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan
dipidana dengan pidana penjara paling
denda paling banyak Rp500 juta”

penyiaran".
Pers menye

ketentuan tersebut,
Jama 2 tahun atau

oo i de it s S Ll
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Asas Praduga
Tidak Bersalah
dan Hak Tolak

Saat wartawan meminta konfirmasi mengenai sebuah kasus
yang menimpa sebuah lembaga atau perusahaan, humas bisa
saja menyalahkan pihak lain. Menyalahkan pihak lain bisa
jadi karena ingin melindungi lembaganya dari gempuran
pertanyaan wartawan. Ketika humas menyalahkan pihak lain
tanpa bukti yang akurat, lalu wartawan memublikasikannya
di media massa, keduanya sudah melakukan pelanggaran
terhadap asas praduga tidak bersalah.

Pada lain sisi, jika humas merasa takut terancam keselamat-

an diri dan keluarganya setelah menyampaikan informasi

kepada wartawan. humas wajib meminta kepada wartawan

agar nama dan identitasnya tidak disebutkan dalam pem-
akan dibuat oleh wartawan. Ketika me-

beritaan yang
yumas tersebut, wartawan sudah

ngabulkan permintaan I

mcngimplementasikan hak tolaknya.

ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
ga tidak bersalah merupakan hak yang diberi-

Asas pradu
kan kepada setiap Orané untuk melakukan  pembelaan

dalam suatu pcngﬂdilan yang terbuka untuk umum. Setiap
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¢ Berperan Sebagai

Wartawan

Menurut Napoleon Bonaparte, kaisar Prancis (1804-1814)
yang menguasai hampir seluruh dataran Eropa, yang lebih
berbahaya dari pasukan musuh adalah wanawar;. Baginya
pesan yang disampaikan oleh wartawan bisa mcmengan;h;
pikiran yang kemudian mengubah kognisi, afeksi, dan peri-
laku yang bisa menggerakkan banyak orang Ungkapan
tersebut sebenarnya agak berlebihan, apalagi jika melihat
dalam perjalanan sejarahnya, Napoleon adalah sosok pang-
lima perang yang memimpin berbagai peperangan.

€€ | am more afraid of a pen of a journalist than a
thousand enemy bayonets™ — Napoleon Bonaparte

ebagian masyarakat mungkin ungkapan tersebut

Bagi s
kali meremehkan profesi

berlebihan, namun jangan sekali-
wartawan, menganggap sepele peran media massa sebagai
a wartawan menuangkan ekspresi kewarta-
wanannya. Pers berperan sebagai alat kontrol negard,
bahkan digadang-gadang menjadi pilar demokrasi setelah
eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Negara tanpa media
akan menjadi negara tirani dan tidak tersentuh. Negara

akan cenderung berbual zalim dan lalim tanpa alat

kontrol seperti pers.

tempat par
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Tentang Penulis

Dr. Darajat Wibawa, M.Si. adalah seorang
dosen ilmu komunikasi, khususnya
bidang ilmu jurnalistik dan humas. la
pernah merasakan dunia kewartawanan
dengan menjadi wartawan media cetak
di Bandung, dewan redaksi di portal
berita daring, penyiaran radio, dan pre-
senter di televisi. Dunia praktisi kehumasan pun pernah
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